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BAB III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya Penulis akan 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan 

yang diajukan sebagai berikut : 

Ditinjau dari peraturan mengenai  Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam 

hal ini menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Abortus Provocatus tidak dibenarkan karena manusia memiliki 

hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No.39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup dipandang 

sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling kodrati, Karena itu 

Abortus Provocatus bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, 

tetapi justru melanggar hak asasi manusia yang paling kodrati. Namun di 

sisi lain Abortus Provocatus tidak melanggar HAM jika itu menyangkut 

kehidupan sang Ibu Hamil dan anak dalam kandungan sang Ibu yang itu  

mengharuskan untuk dilakukannya Abortus Provocatus berdasarkan 

indikasi medis  demi menyelamatkan nyawa dari sang Ibu Hamil dan anak 

dalam kandungannya Dalam hal ini Abortus Provocatus tidak melanggar 

Hak Asasi Manusia. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Sebagai pencegahan terhadap tindakan Abortus Provocatus, sebaiknya 

pemerintah membentuk suatu yayasan sosial artinya wanita  yang hamil 

yang tidak menghendaki kandungannya mempunyai pilihan lain sehingga 

dapat melanjutkan kandungannya sehingga janin yang ada dalam rahimnya 

dapat terselamatkan karena sebagai bentuk penghargaan terhadap 

kehidupan. 

2. Tindakan Abortus Provokatus hendaknya diperhatikan kasus per kasus 

dengan melibatkan berbagai pihak seperti dokter,ahli hukum dan 

rohaniawan, sehingga dapat dipertimbangkan apakah tindakan Abortus 

Provokatus memang perlu dilakukan atau tidak. Seandainya tindakan 

Abortus Provakatus tetap akan dilakukan, itu adalah merupakan pilihan 

terakhir demi menyelamatkan Sang Ibu. 
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